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ABSTRAK 

Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan fisik mutlak membutuhkan tanah. 
Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul sudah dilakukan sejak 
tahun 2007 hingga sekarang. Namun, proses penyerahan tanah tidak lepas dari adanya masalah. 
Penyerahan tanah tersebut melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang 
bersangkutan sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi kondisi objektif sosial dan ekonomi masyarakat yang menyerahkan tanah, 
mengidentifikasi proses penyerahan tanah, dan menganalisis rasionalitas masyarakat yang 
menyerahkan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif 
rasionalitas Max Weber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi objektif sosial ekonomi 
pemilik tanah yang menyerahkan tanah bermacam-macam mulai dari pendidikan, status sosial, 
pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran, kebutuhan, dan kekayaan. Proses penyerahan tanah 
melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tindakan 
pemilik tanah terbagi menjadi tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas 
berorientasi nilai. Tindakan rasionalitas instrumental yaitu pemilik tanah menginginkan 
infrastruktur jalan desa yang baru dan pemilik tanah memiliki keinginan untuk menjual tanahnya 
(nilai keuntungan). Tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu pemilik tanah 
mempertimbangkan nilai agama sebagai bentuk amal ibadah dan pemilik tanah melakukan 
perbuatan yang baik. 
 
Kata Kunci:  pembangunan infrastruktur jalan desa, penyerahan tanah, rasionalitas 
 
 

ABSTRACT 
The village government of Tunggul does physical development which absolutely requires 

land. The handover of land in the construction of road infrastructure in the village of Tunggul has 
been carried out since 2007 until now. However, the process of handing over land cannot be 
separated from problems. The handover of land involved most of the ownership rights to the land 
from the residents concerned, while the need for land was increasing. This study aims to identify 
the objective social and economic conditions of the people who gave up the land, identify the 
process of handing over the land, and to analyze the rationality of the people who gave up the land. 
This study uses a qualitative approach with Max Weber's rationality perspective. The results of this 
study indicate that the socio-economic objective conditions of landowners who hand over land vary 
starting from education, social status, occupation, income and expenses, needs, and wealth. The 
process of handing over the land goes through several stages, namely planning, preparation, 
implementation, and evaluation. The actions of landowners are divided into acts of instrumental 
rationality and value-oriented rationality actions. The act of instrumental rationality namely the 
land owner wants a new village road infrastructure and the land owner has the desire to sell his 
land (profit value). The action of rationality is value-oriented namely the land owner considers 
religious values as a form of worship and the land owner does good deeds. 

 
Keywords: rural road infrastructure development, land handover, rationality 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan dalam sosiologi merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar 

mendukung pembangunan dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam 

pembangunan(Jamaludin, 2016). Pemerintah saat ini memberikan kewenangan kepada 

desa termasuk pelaksanaan pembangunan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 

78 Ayat 1 mengenai “pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dengan 

memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan”(Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). 

Pembangunan desa salah satunya mencakup tentang pembangunan infrastruktur 

perdesaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah pembangunan fisik yang berperan 

penting untuk memberikan kemudahan akses kebutuhan dasar masyarakat seperti 

pelayanan sosial maupun ekonomi. Salah satu infrastruktur yang sering digunakan adalah 

jalan. Jalan desa tercantum dalam Undang-Undang No. 38 Th. 2004 Pasal 9 Ayat 6 yang 

berbunyi “jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan wilayah atau 

permukiman yang ada di dalam desa serta jalan lingkungan”(Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, 2004). 

Pembangunan fisik juga dilakukan di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan. Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan infrastruktur 

jalan desa ini merupakan implementasi dari program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa 

(BKPD) Kabupaten Lamongan bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan 

infrastruktur perdesaan guna menunjang peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya serta 

merangsang masyarakat yang mandiri secara partisipatif melalui pemberdayaan 

masyarakat di desa(Peraturan Bupati Lamongan, 2017). Observasi awal di Desa Tunggul 

saat ini pembangunan infrastruktur jalan desa sangat dibutuhkan masyarakat terutama jalan 

menuju ke lahan pertanian dan kandang hewan ternak yang letaknya jauh dari 

permukiman. Kondisi sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur 

jalan sehingga warga harus berjalan kaki untuk menuju ke lahan pertanian dan kandang 

hewan ternak. 

Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan khususnya pembangunan fisik 

mutlak membutuhkan tanah. Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan tanah yang 

termasuk dalam kepentingan umum. Tanah untuk kepentingan umum tercantum dalam 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 huruf B yang berguna untuk pembangunan 

“jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi 

kereta api”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2012). Pemerintah mempunyai cara 

untuk mendapatkan tanah dengan melakukan pengadaan tanah atau mendapatkan tanah 

yang diserahkan secara sukarela untuk pembangunan. Sistem sukarela pengadaan tanah 

untuk memperoleh persetujuan dari pemilik hak atas tanah(Ariyani & Parsa, 2019). 

Pemerintah Desa Tunggul mendapatkan tanah melalui penyerahan secara sukarela 

dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Penyerahan tanah tersebut melibatkan 

mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan. Penggunaan atas tanah harus 

menyesuaikan dengan kondisi dan sifat terkait haknya, sehingga dapat menciptakan 

kesejahteraan dan kebahagiaan serta bermanfaat bagi pemilik hak atas tanah maupun bagi 

masyarakat dan negara(Wibowo, 2020). Lokasi tanah yang diserahkan dalam 

pembangunan infrastruktur jalan desa terletak di antara Dusun Tunggul hingga Dusun 

Genting. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah dengan luas tanah berbeda-beda 
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menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan desa. 

Observasi lanjutan peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Desa Tunggul yang 

mengatakan bahwa penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa 

Tunggul sudah dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Namun, proses penyerahan 

tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul tidak lepas dari adanya 

masalah atau kendala. Penyerahan tanah tersebut menuai respon beragam dari masyarakat. 

Tindakan yang diambil oleh pemilik tanah ada yang menyetujui dan ada yang menolak 

menyerahkan tanah. Pemerintah Desa Tunggul tidak melakukan penganggaran dana terkait 

ganti rugi atas penyerahan tanah. Pemilik tanah ada yang menyayangkan berkurangnya 

luas tanah tetapi tanpa menerima ganti rugi sama sekali sedangkan kebutuhan atas tanah 

yang semakin meningkat. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengidentifikasi kondisi objektif sosial dan ekonomi masyarakat, 

mengidentifikasi proses penyerahan tanah, dan menganalisis rasionalitas masyarakat yang 

menyerahkan tanah. Penelitian ini menggunakan teori rasionalitas Max Weber. 

Peneltian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan 

oleh Kurnia Puspita Sari dan Sugeng Harianto (2018) yang berjudul “Resolusi Konflik 

Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik” hasil penelitian menunjukkan resolusi konflik 

melalui musyawarah, mediasi, dan negosiasi(Sari & Harianto, 2018). Kedua, Risky 

Andrian dan Ubaidullah (2020) yang berjudul “Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah 

pada Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Kecamatan Blang Bintang” hasil 

penelitian menunjukkan mekanisme pengadaan tanah tidak sesuai prosedur(Andrian & 

Ubaidullah, 2020). Ketiga, Rizki Setiawan dan Lilis (2021) yang berjudul “Perubahan 

Sosial Masyarakat Terdampak Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang: pada 

Masyarakat Kampung Cinagasari Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak 

Banten” hasil penelitian menemukan perubahan modal sosial masyarakat terdampak 

pembebasan lahan(Setiawan & Lilis, 2021). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus 

kajian tentang rasionalitas masyarakat menyerahkan tanah dalam pembangunan 

infrastruktur jalan desa sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori 

rasionalitas dari Max Weber. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tunggul, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian didasari karena penyerahan 

tanah tersebut melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan 

sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. Subjek penelitian ini ditentukan 

menggunakan Teknik Purposive yang dipilih sesuai kriteria yang dibutuhkan yaitu 

pemimpin formal dan informal serta masyarakat yang terlibat penyerahan tanah dalam 

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh pada saat observasi, wawancara mendalam secara langsung (in-depth 

interview), dan dokumentasi. Sedangkan, data sekunder sebagai data pendukung dalam 

bentuk literatur seperti buku, jurnal, dan internet(Sugiyono, 2011). Penelitian ini 

menggunakan analisis data melalui konsep verstehen. Pendekatan verstehen digunakan 

untuk memahami alasan atau motif individu dalam melakukan tindakan atau 

perilaku(Sadewo, 2016). Analisis data verstehen diikuti dengan metode interpretasi. 

Peneliti berusaha menyampaikan hal-hal yang sukar dipahami dalam realitas sosial 

individu (simbol maupun bahasa) tindakan yang bermakna tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Objektif Sosial dan Ekonomi 

Kondisi objektif sosial dan ekonomi pemilik tanah yang menyerahkan tanah 

bermacam-macam jika ditinjau dari tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, 

penghasilan dan pengeluaran, kebutuhan, dan kekayaan. Pertama, tingkat pendidikan 

terakhir pemilik tanah mulai dari tamatan Sekolah Dasar/sederajat sampai Strata 1. Kedua, 

status sosial pemilik tanah terdiri dari Kepala Desa Tunggul, Sekretaris Desa Tunggul, 

mantan Sekretaris Desa Tunggul, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Tunggul. 

Ketiga, pekerjaan pemilik tanah yang mencakup pekerjaan utama dan pekerjaan 

sampingan. Pemilik tanah rata-rata memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Pemilik tanah 

juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai guru sekolah, pengusaha stand makanan 

ringan, peternak sapi, peternak kambing, nelayan, dan pengusaha pengeboran air tanah. 

Keempat, penghasilan dan pengeluaran pemilik tanah setiap bulannya. Penghasilan pemilik 

tanah dari yang terendah Rp1.500.000-2.500.000/bulan dan yang tertinggi Rp4.500.000-

5.500.000/bulan. Sedangkan, pengeluaran pemilik tanah dari yang terendah Rp1.000.000-

2.000.000/bulan dan yang tertinggi Rp3.500.000-4.500.000/bulan. 

Kelima, kebutuhan pemilik tanah yang mencakup kebutuhan primer dan kebutuhan 

sekunder. Kebutuhan primer pemilik tanah memiliki persediaan pakaian, persediaan 

makanan, tempat tinggal yang terletak di Dusun Tunggul, pendidikan yang terjamin, dan 

akses kesehatan yang memadai. Kebutuhan sekunder pemilik tanah memiliki alat 

transportasi dengan jumlah berbeda-beda berupa sepeda onthel kuno, sepeda motor, dan 

mobil pick up yang digunakan untuk bekerja. Pemilik tanah juga memiliki alat komunikasi 

dan alat elektronik dengan jumlah berbeda-beda berupa telepon rumah maupun 

smartphone dan televisi. Keenam, kekayaan atau kepemilikan aset pemilik tanah yang 

mencakup tanah, tempat tinggal atau rumah, dan alat transportasi. Pemilik tanah memiliki 

lokasi tanah dengan jumlah berbeda-beda ada yang hanya satu lokasi tanah, tiga lokasi 

tanah, dan lima lokasi tanah. Pemilik tanah memiliki tempat tinggal yang terletak di Dusun 

Tunggul. Kepemilikan alat transportasi berupa sepeda onthel kuno, sepeda motor, dan 

mobil pick up dengan jumlah berbeda-beda. 

 

Proses Penyerahan Tanah 

Proses penyerahan tanah melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, tahap perencanaan penyerahan tanah dalam 

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul sudah dilakukan sejak tahun 2007 

hingga sekarang. Awal mula penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan 

desa merupakan inisiatif dari masyarakat secara sukarela. Latar belakang pemilik tanah 

yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa karena kondisi 

sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur jalan. Masyarakat rata-

rata menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru. 

Pemerintah Desa Tunggul terkait penyerahan tanah dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Desa Tunggul memiliki beberapa tujuan. Pemerintah desa memiliki 

tujuan untuk mewujudkan Desa Tunggul menjadi desa percontohan di Kabupaten 

Lamongan. Setiap pembangunan infrastruktur jalan desa juga direncanakan untuk saling 

menghubungkan infrastruktur jalan desa yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, 

kedepannya pembangunan infrastruktur jalan desa agar memperbaiki jalan yang telah 

rusak. Pemerintah Desa Tunggul juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah 

untuk pembangunan perumahan dan perdagangan bukan untuk industri. Pemerintah desa 
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mempertimbangkan tata ruang di Desa Tunggul bukan untuk industri karena dampak 

negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan seperti meningkatnya polusi udara dan 

sebagainya. 

Kedua, tahap persiapan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di 

Desa Tunggul dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa 

awalnya tidak mengadakan sosialisasi karena mekanisme penyerahan tanah hanya sebatas 

kesepakatan antara pemilik tanah. Pemerintah desa baru mengadakan sosialisasi setelah 

menerima laporan dari kelompok kerja terkait hasil kesepakatan antara pemilik tanah. 

Kepala Desa Tunggul menyatakan bahwa sosialisasi penyerahan tanah awalnya hanya ada 

44 orang dan berlangsung selama kira-kira 2 jam. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi 

melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di Desa Tunggul 

yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, kelompok kerja (pokja), dan sebagainya. 

Lokasi tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa terletak 

di antara Dusun Tunggul hingga Dusun Genting. Luas tanah yang diserahkan dalam 

pembangunan infrastruktur jalan desa tidak melebihi 5 hektare. Pemerintah desa dapat 

melakukan pengadaan tanah secara langsung kepada pemilik hak atas tanah tanpa melalui 

lembaga pertanahan. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah panjangnya berbeda-beda 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan lebarnya sekitar 5 sampai 6 meter. Penyerahan tanah 

tersebut lebarnya juga akan bertambah untuk pembangunan selokan. Gambaran umum 

terkait status tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa 

Tunggul melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan. 

Masyarakat memiliki hak milik atas tanah yang diperoleh dari hasil jual-beli, hibah, dan 

warisan. Hak milik atas tanah beralih kepada pemerintah desa baik yang diserahkan 

seluruhnya maupun sebagian dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. 

Ketiga, tahap pelaksanaan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur 

jalan di Desa Tunggul berkaitan dengan ganti rugi. Pemerintah Desa Tunggul tidak 

melakukan penganggaran dana terkait ganti rugi atas penyerahan tanah. Pemilik tanah yang 

menyerahkan tanah secara sukarela dan ikhlas. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah 

dalam pembangunan infrastruktur jalan desa tanpa menerima ganti rugi sama sekali baik 

berupa uang, penukaran tanah, maupun bentuk lain yang disepakati pemilik tanah dan 

pemerintah desa. Pemerintah desa hanya melakukan penganggaran dana yang digunakan 

untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa. Penganggaran dana yang 

digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa dari pemerintah desa 

ternyata tidak selalu tersedia. Dana untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa 

mayoritas dari swadaya masyarakat sehingga tidak menggantungkan bantuan dari 

pemerintah desa. Masyarakat sebelumnya juga pernah melakukan pembangunan 

infrastruktur jalan desa secara swadaya tanpa bantuan dari pemerintah desa. Namun, 

pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut tidak bertahan lama dan pada akhirnya 

rusak karena hanya konstruksi aspal biasa. 

Pelaksanaan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa 

Tunggul tidak lepas dari adanya masalah atau kendala. Pemilik tanah yang menolak 

menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Pemilik 

tanah yang menolak menyerahkan tanah maka akan dibiarkan kemudian mencari alternatif 

tanah yang lain. Jika menemukan alternatif tanah yang lain maka dapat membelokkan jalur 

pembangunan infrastruktur jalan desa. Namun, jika tidak menemukan alternatif tanah yang 

lain maka pembangunan infrastruktur jalan desa akan berhenti. Pemilik tanah yang 

menolak menyerahkan tanah terkadang ada yang masih berpikiran konservatif. Penolakan 
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menyerahkan tanah tersebut didasari karena ingin mempertahankan tanah warisan dan 

masih membutuhkan tanah produktif untuk pertanian. 

Keempat, tahap evaluasi Pemerintah Desa Tunggul hingga sekarang belum 

melakukan pendataan jumlah pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur 

jalan desa belum ada bukti penyerahan tanah antara pemilik tanah kepada pemerintah desa. 

Mekanisme penyerahan tanah hanya sebatas kesepakatan antara pemilik tanah. Evaluasi 

dari pemerintah desa melakukan pembuatan bukti penyerahan tanah untuk menghindari 

masalah yang dapat timbul seperti gugatan dari pemilik tanah. Pendataan jumlah pemilik 

tanah yang menyerahkan tanah juga akan dilakukan. Selain itu, rencana sertifikat tanah 

secara massal tetapi hingga sekarang masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah desa. 

Dampak positif maupun negatif setelah penyerahan tanah dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat 

setelah pembangunan infrastruktur jalan desa berguna untuk mempermudah aksesibilitas 

terutama untuk mengangkut hasil panen. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan desa 

ternyata juga menimbulkan dampak negatif karena kemudahan aksesibilitas sehingga 

mengakibatkan terjadinya kasus pencurian di kandang hewan ternak milik warga. Kasus 

pencurian tersebut terjadi karena kandang hewan ternak milik warga yang letaknya jauh 

dari permukiman dan minimnya penerangan jalan saat malam hari. Pemerintah desa 

memberikan solusi dengan melakukan penjagaan di setiap pos dan membangun portal yang 

ditutup pada pukul 22.00 WIB untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. 

 

Rasionalitas Masyarakat Menyerahkan Tanah 

Tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. 

Tindakan sosial yang dilakukan seseorang ditujukan kepada orang lain dan memiliki 

makna baik bagi diri sendiri maupun orang lain(Ritzer, 2014). Max Weber menyatakan 

bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan rasionalitas. 

Rasionalitas bersumber pada pemikiran dengan pertimbangan secara sadar dan logis. 

Tindakan sosial pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembanguan infrastruktur 

jalan di Desa Tunggul dikategorikan dalam dua macam rasionalitas yaitu tindakan 

rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan rasionalitas 

instrumental merupakan tindakan rasional yang paling tinggi melalui pertimbangan secara 

sadar dan ditentukan oleh harapan untuk mencapai tujuan(Ritzer & Goodman, 2014). 

Tindakan rasionalitas berorientasi nilai merupakan tindakan berdasarkan kesadaran yang 

lebih mementingkan kesesuaian dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti 

nilai agama, etika, estetika, dan nilai-nilai lainnya. 

Tindakan pemilik tanah yang termasuk dalam tindakan rasionalitas instrumental 

yaitu Pertama, pemilik tanah menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru. Latar 

belakang pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan 

desa karena kondisi sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur 

jalan sehingga warga harus berjalan kaki untuk menuju ke lahan pertanian dan kandang 

hewan ternak. Masyarakat juga merasa kesulitan untuk mengangkut hasil panen sebelum 

adanya infrastruktur jalan desa. Kedua, pemilik tanah ada yang memiliki keinginan untuk 

menjual tanahnya. Pemilik tanah yang memiliki keinginan untuk menjual tanahnya setelah 

pembangunan infrastruktur jalan desa yang berhubungan dengan tujuan ekonomi (nilai 

keuntungan) karena harga tanah akan lebih mahal. Pemilik tanah yang memiliki keinginan 

untuk menjual tanahnya beranggapan akan lebih mudah terjual. Pemilik tanah yang 

menyerahkan tanah juga didasari untuk menarik minat dari calon pembeli. 
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Tindakan pemilik tanah yang termasuk dalam tindakan rasionalitas berorientasi 

nilai yaitu Pertama, pemilik tanah mempertimbangkan nilai agama sebagai bentuk amal 

ibadah. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah secara ikhlas berdasarkan nilai agama 

Islam yang diyakini. Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa 

termasuk salah satu amal jariyah. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah juga 

beranggapan agar semakin makmur dan sejahtera setelah pembangunan infrastruktur jalan 

desa. Kedua, pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik. Pemilik tanah melakukan 

perbuatan yang baik sebagai nilai etika sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemilik tanah 

melakukan perbuatan yang baik seperti menyerahkan tanah secara sukarela dan ikhlas. 

Masyarakat memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk saling peduli dengan 

menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Kesadaran sosial 

masyarakat bukan hanya menyerahkan tanah tetapi juga gotong royong dalam 

pembangunan infrastruktur jalan desa maupun kegiatan sosial lainnya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi objektif 

sosial dan ekonomi pemilik tanah yang menyerahkan tanah bermacam-macam jika 

ditinjau dari tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran, 

kebutuhan, dan kekayaan. Proses penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur 

jalan di Desa Tunggul melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Tindakan pemilik tanah terbagi menjadi tindakan rasionalitas 

instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan rasionalitas 

instrumental yaitu pemilik tanah menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru dan 

pemilik tanah memiliki keinginan untuk menjual tanahnya (nilai keuntungan). Selain itu, 

tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu pemilik tanah mempertimbangkan nilai 

agama sebagai bentuk amal ibadah dan pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik. 
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